BUPATI ACEH

YPPL AN

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOCR 8} TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

a.

p—t

BUPATI ACEH TENGGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administresi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara don
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Peryederhanaan  Struktur  Organisasi  pada Instansi
Pemeiintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa Peratuian! u_,. (i Ac< i Tenggara Nomor 19 Tahun 2017
tentang Kedudukan, 3usunar. Organisasi, Tugas dan Fungsi
certa Tata Kerja Dinas Perikenan, tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu digani;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruy b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kabupaten Aceh Tenggara tentang Kedudukan,
Susunan Organisas,, Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara.

Jndang-Undang Nomnor 4 Taaun 1974 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh 'I'vnggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1974 Ncmor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Incdonesia Nomor 303+4);

Undang-Undaiig Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Acch (Lembarar. INegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201 Nomor 244, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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bebcrapa kali terkhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tenwang Penyecuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Ncmor 5897);

Peraturan Pemerinteah Nomor 18 Tahun 2016  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201& Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
der.gan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangk .t lLaeral, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Noinor 6402);

Peraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembarzan
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor 6639);
Peraturan Menicri  Kelautan dan Perikanan Nomor
26 /PermenKp/201.6 tentang  Pedoman Nomenklatu.r
Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupalen/Kota Vang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Repubiik Indonesia 1‘'ohun 2016 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Biiokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Admnistrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara
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Nomor 11 Tahun 2016 tenteng Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANC KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

58

ul

O.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;

Pemerintahan Kabupaten acalah Penyelenggara urusan Pemerintah Kabupaten
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
Pemerintah Daerah Kabupaten yang se.anjutnya disebut Pemerintah Kabupaten
adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati
dan Perangkat Kabupaten;

Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;

Organisasi Perangkat Daeralh yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara,

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara:

Dinas Adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;

Bidang Adalah Bidang Pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;
Subbagian Adalah Subbagian Fada Dinas Perikanian Kabupaten Aceh Tenggara;
Kepala Dinas adalah kiepala Dinas Perikanan Kebupaten Aceh Tengara;
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara;

Kepala Bidang adalah Kapale Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh
Tenggara;

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten
Aceh Tenggara;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Yang 3e's jjutn: a Disingkat UPTD, Adalah Unsur
Pelaksana Teknis Dinas Yang Melaksanakar Kegiatan Teknis Operasional
dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu;

Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya Disingkat ASN Adalah Profesi Bagi
Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pc.nerintah dengan Perjanjian Kerja Yang
Bekerja Pada Instansi Pemerintah;

Kelompok Jabatan Fungsional Adalali Kumpulan Jabatan Fungsional Yang
Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Ahli ['alam Jenjang Jabatan Fungsional Yang
Terbagi Dalam Berbagai Kelompok Sesy ai Keahliannya pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Acen Tenggara,
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17. Pejabat Pelaksana Adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Menduduki

Jabatan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

BAB III
‘ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Keduchikarn

Pasal 3

Dinas Perikanan Berkedudukan Seba, jai Unsur Perangkat Daerah Kabupa‘'en
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

Dinas Perikanan dipimpin oleh scorang kepala dinas yang berada dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bidang dipimpin oleh seoranz Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Subbagian dipimpin oleh seo-ang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupacen Aceh Tenggara terdiri

dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretrariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum, Kepegawaiar. dan Kevangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,

d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Fengelolaan Sumberdaya Perikanan,
terdiri dari Kelompok Jubatan Fungsional,;

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedue
Tugas aan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Perikanan
Pasal 5

Dinas Perikanan Kabupaten Aceb Tenggara Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Dan Pembangunan Bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perikanan

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaar:

b. penyusunan program Kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang

c. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, pcenerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan,
pengelolaan dan peny:lenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan
pembudidayaan ikar;

d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaiun nclayan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, penerbitarr SIUP di bidang pembudidayaan ikan,
pengelolaan dan penyelenggaraan Temy at Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan
pembudidayaan ikan,;

e. pelaksanaan evaluasi cdan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan
pembudidayaan ikan; ‘

f.  pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya
bidang Perikanan; dan

g. pembinaan UPTD; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh
Bupat:

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan uan

pembangunan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.
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Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimanit dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

)

Ua

[—
-

pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;

pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka raenengah dan jangka
panjang;

pembinaan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, peneibitan SIUP di bhidang pembudidayaan ikan,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan
pembudidayaan ikan;

pengendalian pelaksanaar kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha
kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidar.g pembudidayaan ikan,
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelanzan Ikan (TPI), dan pengelolaan
pembudidayaan ikan,;

pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaboran pemberdayaan nelayan kecil
dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan
ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan
pengelolaan pembudidayaan ikaa;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan;atau lembaga terkait lainnya
bidang Perikanan; dan

pembinaan UPTD; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasen lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuali
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umuimn,
perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, protokoler, kearsip in,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, hukum dan perundang-
undangan serta pelayanun administrasi, penyusunan program dan perencanaan.

Fasar 10

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekretariat
mempunyai fungsi:

a.
b.

Q.

pelaksanaan urusan xetatavsahaan dinas;

pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan
kerumahtanggaan;

pelaksanaan pelayanan urusan kepro.ckolan;

pembinaan dan pengendalian teknis )jenyusunan rencana strategis, laporan
akuntabilitas kinerja dan reacana kinerja;



pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan dan informasi
publik;
f. pelaksanaan pelayanen urusan hubungan masyarakat, hukum dan perundang-

¢

undangan;

g. pelaksanaan pengelolaan keuangan, 2set dan barang inventaris;

h. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi dan pembinaan kepegawaian dan
ketatalaksanan;

i. pelaksanaan penyusunan program kerja tahiinan, jangka menengah dan jangka
panjang;

j.  pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA,
APBN dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

k. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Diras
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

p—

Posul 11

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuargan mempunyai tugas melakukan
urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, barang milik
daerah/aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, organisasi,
ketatalaksanaan, dan pelaksenaan hubunpan masyarakat serta protokoler.

Paragraf 4
Bidang Perikanan Budidzya

Pasal 12

Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional pengelolaan perikanan budidaya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang
Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
a. Pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

b. Pembinaan dan pelayanan bimb.ngan teknis produksi perikanan;

c. Pengamatan dan pengkajian usaha ckonomi produktif perikanan budidaya;

d. Peningkatan dan pengelolaan sarana danr prasarana budidaya ikan;

e. Pengembangan inovasi baru bideng teknologi terapan pembenihan ikan;

f.  Penangkaran jenis ikan spesies endemik daerah; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dar. fungeinya.
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Paragraf 5
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 14

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan tugas perumusan
dan pclaksanaan kebijakan operesional pengolahar dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanen mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang Penigolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

b. Pelaksana Operasional Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

c. Penyusunan, perencanaan can pengembangan kebijakan pengolahan dan
pemasaran hasil ikan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan;

Pengembangan teknologi hasil pengolahan ikan,;

Pembinaan, bimbingan tekn.s pengolahan dan pemasaran hasil ikan;

Peningkatan saran dan presarana pengolahan dan pemasaran hasil ikan; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dai fungsinya.

o

> @

Peragraf 6
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasior.al bidang
pemberdayaan usaha kecil dan peangelolaan sumberdaya perikanan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiinnna dimaksud dalam Pasal 16, Bidang

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolann $umberdaya Perikanan mempunyai

fungsi :

a. perumusan kebiiakan dibidang Peniberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan;

b. Pelaksana Pemberdayaan Uszha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;

c. Pelaksanaan kebijakan ieknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan
evaluasi kesetiakawanan dan restorasi Perikanan;



Pelaksanaan kchijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan
evaluasi pengelolaan sumbe:r dana bantuan Perikanan;

pelaksanaan norma, stand: s, preecdur, dan kriteria bidang
pemberdayaan Usaha Keci- dan Pengelolaan Samberdaya Perikanan; dan
pelaksanaan tugas-tugas keainasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Di lingkungan Dinas Perikanan dapat (litctapkan jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan yang pelaksanaanuya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasai 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi
pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok
jabatan fungsional dapat bekeria secara individu dan/atau dalam tim kerja
untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat
fungsional yang ditugaskan oleh p‘mpinan unit organisasi deng'an
memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas.

Ketua tim melaksanakan melkanisme koordinesi dan pengelolaan kcgiatan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenar pelaksanaan t'agas dan penugasan kelompok
jabatan fungsional dilaksenakan sesu2i dengan kecentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri
atas berbagai jenis jebatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan
beban kerja.

Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuiai dengan ketentuan peraturan perandang-
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati;

Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perikanan
diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 23

Eselon jabatan pada Dinas Ferikanan s :bn~ai ber'kut :

al.

Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tirggi pratama dengan eselonering
II.b

Sekretaris merupakan jabatan acdministrator dengan eselonering Ill.a

Kepala Bidang merupakan jabatan adrniinistrator dengan eselonering III.b
Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

NRAI3 VI
TATA KV.RJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan
Simplikasi baik interen maupuan antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan
tugas masing-masing; dan

Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perikanan wajib
melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (S”IP).

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankar. tugasnya karena berhalangan,
maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang
untuk mewakili;
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(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menialankar tugasnya karena berhalangan,
maka Kepala Dinas menuniuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala
Subbagian untuk mewakili Sekretaris;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak .apat menjalankan tugasnya karena
berhalangan, maka Kepala Dinas memunjuk salah satu pejabat fungsional unt ak
mewakili Kepala Bidang;

(4) Dalam hal Kepala Subbagianr tid.k lapat melaksanakan tugasnya karena
berhalangan, Kepala Dinas menunjux i lah seorang fungsional/pelaksana untuk
mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian

’

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut menger.ai pznunjukan pejebat yang mewakili pejabat definitif
saat berhalangan berpedoman pada ketentiian mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabtilitas kineija instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksenakan oleh seluruh "anit organisasi di lingkungan
Dinas Perikanan.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan
kerja yang cfektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas
Perikanan.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungar. Dinas Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetaplzan Bupati. )

Pasal 29

Kepala Dinas menyampaikan laporan kcpada Pupati mengenai hasil pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Perikunan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan unit orgunisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinacikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan
tugas sesuai peraturan perundeng-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diik.ti
dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggur.g jawab serta dilaporkan secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundaig-undangan.
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BAB VII
PENADANAAN

Pasal 31

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perikanan
dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja lsai.vipaten;

b. sumber lain yang sah dan tidak meny at scsuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Hasil analisis jabatan, analisis heban kerja dan peta jabatan pada Dinas -
Perikanan ditetapkan olzh Bupati

(2) Kelas jabatan, nilai jebatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perikanan
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatar pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perikanan
ditetapkan oleh Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAE IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan cilam Jabatan Fungsional melaksanakan
koordinasi dan pengelolaan kegiitan scsuai bidang tugasnya, sampai dengan
ditetapkan Peraturan Bupati teitang Sstem Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penyed:rhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dlantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh
Tenggara Nomor 19 Tahun 2017 ttntang {edudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinat Ferikaian, tetar menjabat dan melaksanakan
tugas sampai dengan ditetapkar dan dlantik pejabat berdasarkan Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENITUAN P.NUTUP
Pasal J-
Pada saat Peraturan Bupati ini milai berlaw, Peraturan Bupati Aceh Tengg:ra
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedvdukan, Sisunan Org:iisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perikanay Kabtipgen Aceh ‘vnggara (Berita Daerah

Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2)17 Nowno 10), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 35

Peraturan Bupati ini inulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Peda tanggal /& Oktober 2026

SUPATI ACEH TENGGARA%

‘

L/d__

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal |&~ Oktober 2026

EKRETARIS DAERAH KABUPAIEN
ACEH TENGGAR
USRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR : O 2|



Lampirca Peraturan Bupati Aceh Tengg

Nomor : 3jTahun 2026
Tanggal : jUkwober 2026
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tenggara
KEPALA
DINAS
H SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL v +
Subbagian KELOMPOK JARBA
Tt da FUNGSIONAL
Kepegawaian _ i
ZZL.“__.;_.._r
v v
. Ridang Lalu Lintas Bidang Frasarana den
dan Augkutan Keselamatan
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
[
UPTD b




